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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembentukan Lembaga 

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat pada tahun 

1966-2000, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. LKAAM lahir sebagai 

respons atas situasi sosial-politik pasca-G30S/PKI yang menyebabkan 

dibubarkannya MTKAAM pada tahun 1965 karena dicurigai terpapar 

ideologi komunis. Kekosongan kepemimpinan adat ini mendorong 

dibentuknya LKAAM pada 18 Maret 1966 di Gedung Sasana Karya, 

Padang, atas inisiatif Letjen A.Y. Mokoginta. LKAAM awalnya bernama 

Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak (BKP-NM) dan menyatakan 

dukungan terhadap Super Semar serta pembersihan pengaruh PKI di 

kalangan Ninik Mamak. 

LKAAM memiliki peran strategis dalam masyarakat Minangkabau, 

baik dalam bidang politik maupun adat. Dalam bidang politik, LKAAM 

memiliki hubungan erat dengan Sekber Golkar dan berperan aktif dalam 

pemenangan Pemilu 1971. Dalam bidang adat, LKAAM berfungsi sebagai 

wadah musyawarah para penghulu dan ninik mamak, serta memiliki 

hubungan koordinatif dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). LKAAM juga 

berperan dalam menyelesaikan konflik adat secara bertingkat sesuai prinsip 

bajanjang naik, batangtang turun serta terlibat dalam penyusunan kebijakan 

daerah. 
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LKAAM berlandaskan pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak 

Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menempatkan syariat Islam sebagai 

landasan adat. Nilai-nilai Islam dalam LKAAM tercermin dalam sinergi 

antara Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai sebagai Tungku Tigo 

Sajarangan. Hubungan LKAAM dengan ulama dan MUI bersifat kemitraan 

dalam menjaga moralitas dan nilai-nilai keislaman di masyarakat 

Minangkabau. Dengan demikian, LKAAM tidak hanya berperan sebagai 

lembaga adat, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga identitas keislaman 

masyarakat Minangkabau. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi LKAAM dan peneliti 

selanjutnya. Bagi LKAAM, hendaknya lembaga ini terus mempertahankan 

dan memperkuat perannya sebagai lembaga adat yang berlandaskan ABS-

SBK di tengah arus modernisasi dan globalisasi. LKAAM juga perlu 

meningkatkan peran aktifnya dalam pembinaan generasi muda agar nilai-

nilai adat dan Islam tetap lestari, serta terus menjaga dan memperkuat 

hubungan koordinatif dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) demi 

kelestarian adat Minangkabau. Selain itu, LKAAM perlu terus 

mendokumentasikan sejarah dan program-programnya secara sistematis 

agar tidak hilang ditelan waktu dan dapat menjadi rujukan bagi generasi 

mendatang. 
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Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada periode 

1966-2000, sehingga terbuka peluang untuk mengkaji perkembangan 

LKAAM pasca-Reformasi hingga masa kini. Penelitian ini juga masih 

terbatas pada aspek sejarah pembentukan dan kelembagaan LKAAM, 

sehingga peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang program-

program LKAAM dalam pelestarian budaya Minangkabau. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kajian lebih lanjut tentang hubungan 

adat dan Islam di Minangkabau, khususnya melalui lembaga-lembaga adat 

seperti LKAAM. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan studi 

perbandingan antara LKAAM dengan lembaga adat lainnya di Indonesia 

untuk memperkaya khazanah kajian tentang kelembagaan adat di 

Nusantara. 
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